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ABSTRACT

To ensure transparency and accountability, Regional Governments are required to
produce Financial Report of Regional Government. BPK audit these statements,
including a close look at Personnel Expenditure. Because Personnel Expenditure is
complex and sensitive, errors in this area are common audit findings. This study aims
to explain the audit procedures used to audit Personnel Expenditure in the 2023
Financial Report of Regional Government X and to present the findings of the audit.
The result of the study shows that there are 21 steps taken in conducting an audit of
Personnel Expenditures in the Financial Report of the Regional Government of
Regency X in the 2023. Based on the results of implementing these procedures, it is
known that the administration of Employee Expenditures in the Regional Government
of Regency X in the 2023 is not yet orderly.

Keywords:  personnel expenditure, audit procedure, financial report of regional
government

ABSTRAK

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah wajib menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan
yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan prosedur pengujian.
Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan karena
sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks. Ketidaktelitian dalam pengelolaan bagian
ini seringkali menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut
pada Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21
langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pemeriksaan atas Belanja Pegawai pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut diketahui bahwa penatausahaan
Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum
tertib.

Kata Kunci: belanja pegawai, prosedur pemeriksaan, laporan keuangan pemerintah
daerah
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1.1.

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hingga saat ini Pemerintah terus melakukan penanggulangan inefisiensi
manajemen keuangan publik. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu
melalui reformasi birokrasi di bidang manajemen keuangan dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak
(Sougi S, dkk, 2020).

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan
negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah
diwajibkan =~ menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berupa LKPD yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil laporan
keuangan konsolidasi atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang
disusun oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan
kepada Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan
bahwa, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga
Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara”.

Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK
adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemeriksaan LKPD adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar



pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sebagai
dasar pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam tahap pelaksanaan Pemeriksaan LKPD dilaksanakan prosedur
pengujian pengendalian, prosedur pengujian substantif, prosedur pengujian
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pelaksanaan
prosedur pengujian jika terdapat indikasi permasalahan maka dapat disusun
temuan pemeriksaan.

Temuan Pemeriksaan merupakan indikasi permasalahan yang diperoleh
selama proses pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi akibat adanya perbedaan
kondisi dengan kriteria pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan BPK diharapkan
memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme.

Pegawai merupakan unsur yang penting bagi organisasi. Organisasi dapat
berjalan karena adanya unsur pegawai yang menjalankannya, sehingga wajar
jika dikatakan pegawai merupakan kekuatan utama dari organisasi. Pengelolaan
pegawai meliputi perekrutan, pengangkatan, penempatan, dan pemberian

kompensasi.

Pemberian kompensasi kepada pegawai dalam lingkup Pemerintah Daerah
dilaksanakan dalam bentuk Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan
kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus
dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal (Astuty, 2022).

Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan
keuangan karena sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks (Syahruddin, 2022).
Ketidaktelitian dalam pengelolaan bagian ini seringkali menjadi temuan

berulang dalam pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai
“Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”.



1.2

1.3.

14.

1.5.

Formulasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Bagaimana prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang dilaksanakan oleh
BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun
anggaran 20237

2) Apa hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang
dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten X tahun anggaran 2023?
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada prosedur pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023
khususnya pada penyajian Belanja Pegawai. Keterbatasan data yang dapat
ditampilkan mengikuti kebijakan untuk tetap menjaga redaksi maupun nama

tetap confidential.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini
yaitu:

1) Menjelaskan prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang dilakukan oleh
BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun
Anggaran 2023.

2) Menjelaskan hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai
pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran
2023.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Sebagai sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan
terkait prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada laporan keuangan
pemerintah daerah.

2) Sebagai gambaran terkait hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan

belanja pegawai pada laporan keuangan pemerintah daerah.
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